
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1660, 2016 KEMENHUB. Urusan Pemerintahan. Nomenklatur. 

Pedoman. 
 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 139 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN  

BIDANG PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan 

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 

4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5680); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 
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10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2016 

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Perhubungan; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, 

DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG 

MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik 

secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari 

daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang 

membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu 

kesatuan geografis dan sosial budaya. 

7. Daratan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara 

geografis dengan wilayah daratan lebih luas dari lautan 

dan merupakan satu kesatuan geografis dan sosial 

budaya. 

8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah 

berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil 

pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan 

hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota setelah 

dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. 

9. Kepala Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan provinsi atau 

kabupaten/kota. 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1660 
-5- 

BAB II 

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH 

YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERHUBUNGAN 

 

Bagian Kesatu 

Bentuk Perangkat Daerah 

 

Pasal 2 

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur 

pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Provinsi untuk urusan pemerintahan bidang 

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Provinsi. 

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan 

unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan bidang 

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Bagian Kedua 

Tipe Perangkat Daerah 

 

Pasal 3 

(1) Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibedakan atas: 

a. Tipe A; 

b. Tipe B; dan 

c. Tipe C. 

(2) Penentuan tipe Dinas daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan atas hasil pengukuran 

intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan yang diatur dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan tersendiri. 

www.peraturan.go.id


